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ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation West Kotawaringin No. 20 Tax Year
2010 Swallow's Nest / Sriti

AIDA Lailawati
The Open University
aida_lailawati@yahoo.com

This study aims to determine how the implementation of the Regional
Regulation No. 20 West Kotawaringin Tax Year 2010 Swallow's Nest / Sriti.
Therefore, this study used a descriptive approach which means that research
suggests the facts are what they are. data analysis techniques that are descriptive
data analysis with a qualitative approach. Techniques  to  obtain data
menggunakaan interviews with speakers / informants who. are considered
competent to issue. in addition, the data obtained trom. the study of the
documentation also through the report, as it also through-direct observation.

The indicators used to describe the implementation of the Regional
Regulation No. 20 West Kotawaringin in 2010,"is" a form of targeted policy
implementas / realization and the efforts of local governments as well as factors
supporting and hindering the implementation of the policy.

Results of research and tanalysis shows that the main problem
Implementation Regional Regulation No. 20 Year 2010 is less complete collection
of bird's nest building / sriti, lack-of socialization, as well as lack of awareness of
employers to pay taxes. This.study illustrates that the implementation of the
Regional Regulation No.. 20" West Kotawaringin Year 2010 is still not effective.
The findings of this study indicate that the implementation is still a weakness that
must be addressed by:the local government in the future.

Keywords : Implementation of Public Policy, supporting factors and
inhibitors, Bylaw No. 20 Year 2010
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ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

AIDA LAILAWATI
Universitas Terbuka
aida lailawati(@yahoo.co.1d

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan fakta
apanya. Sedang teknik analisa data yaitu menganalisa data secara-deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik untuk memperoleh data menggunakan
wawancara terhadap narasumber/ informan yang dianggap berkompeten terhadap
permasalahan. selain itu, data diperoleh pula dari studivdekumentasi melalui
laporan, disamping itu juga melalui pengamatan langsung.

Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan implementasi
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, adalah implementasi kebijakan berupa
target/realisasi dan upaya pemerintah daerah serta faktor-faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian dan analisis “menunjukkan bahwa Problem utama
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya
pendataan bangunan sarang burung walet/sriti, lemahnya sosialisasi, serta masih
kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak. Penelitian im
menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 20 Tahun 2010 masih belum efektif. Temuan penelitian in
menunjukkan bahwa Implementasi dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat
Implementasi masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah

Daerah ke depan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-Faktor pendukung dan
penghambat, Perda No. 20 Tahun 2010
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Era Otonomi Daerah pada masa sekarang, menuntut Pemerintah Daerah
untuk berpikir dan bekerja keras mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti
yang kita ketahui bersama, sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun-2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun—-2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah mempunyai domain yang lebih besar, untuk melaksanakan tugas
pembangunan di daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat_setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan” peraturan perundang-undangan. Kewenangan
daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan,
pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai
dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan

otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan
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dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang
didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-
sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan
efisien, yakni dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah
daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu;, pemerintah daerah
harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan. daerah dalam era
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan \antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

i. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan meliput; :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum

(BLU) daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari
BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan

d. Lain-lain PAD yang sah.
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2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi; dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang
menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD
suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah
tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD.merupakan sumber
penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-
sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan
makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah
diberikan:

I. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan
dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah
pajak daerah-dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.

2. Didukungdengan perimbangan keuangan antara pusat ke daerah.

Otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan dua konsekuensi logis yaitu disatu sisi
menimbulkan kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya dengan

sumber-sumber daya yang dimiliki dan disisi lain daerah dituntut untuk semakin
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memaksimalkan sumber—sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan
daerah sebagai akibat dari subsidi pemerintah pusat yang telah berkurang.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah tersebut Kabupaten Kotawaringin
Barat sebagai salah satu daerah kabupaten/ kota yang memiliki sumber daya alam
cukup melimpah, dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut
Data BPS tahun 2012, Pada tahun 2009 APBD Kabupaten Kotawaringin Barat
sebesar Rp. 567.162.176.255,-, tahun 2010 sebesar Rp. 567.195.632.981,-, dan tahun
2011 sebesar Rp. 645.687.709.364,-.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten-Kotawaringin Barat dari

tahun 2007-2011

No. Tahun Jumlah Penerimaan (Rp)
1 2007 509.507.226.127,05
2 2008 565.986.671.710,00
3 2009 567.162.176.255,88
4 2010 567.195.632.981,86
5 2011 645.687.706.364,35

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2012

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD)
memang sangat kecil porsinya jika dibandingkan dengan angka Dana Perimbangan
yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK)

maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut data, pada tahun 2011, Pendapatan Asli
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Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 48.201.992.905,- (Empat Puluh
Delapan milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Sembilan Ratus Lima Rupiah). Dengan rincian : Pajak Daerah sebesar Rp.
9.432.024.863,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 27.409.641.762,- dan sisanya adalah
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah. Sedangkan
Jumlah Dana Perimbangan sebesar Rp. 517.762.011.239,-. Itu artinya, PAD
Kabupaten Kotawaringin Barat tidak sampai 10 % dari total jumlah dana
perimbangan. (lihat tabel 1.2)

Akan tetapi, walaupun terhitung jumlah Pendapatan. Asli Daerah masih
rendah, setiap tahunnya angka Pendapatan Asli Daerah terus meningkat. Hal ini
terlihat dari data 4 (empat) tahun terakhir. ‘pada tahun 2009 sebesar Rp.
35.428.748.643,88, tahun 2010 sebesar Rp.-42.815.214.150,86, tahun 2011 sebesar
Rp. 48.201.992.905,35 dan tahun 2012.sebesar Rp. 66.466.128.910,13,- (lihat tabel
1.3). Sehingga, jika melihat pada kecenderungan positifnya pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan selalu meningkatnya jumlah Anggaran
Pendapatan serta Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha lebih keras lagi
untuk memaksimalkan peningkatan sector Pendapatan Asli Daerah dengan

memaksimalkan potensi yang dimiliki.
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Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

Jenis Penerimaan

Jumlah Penerimaan

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah
1.1 Pajak Daerah
1.2 Retribusi Daerah
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3.1 Pendapatan Hibah
3.2 Dana Darurat
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3.5 Dana Keuangan dari Provinsi atau

Pemda lain

48.201992905,35
9.432.024.863,25
27.409641.762,00
4216.918.525,62
7.143.407.754,48
517.762.011.239,00
57.887.933.559,00
432.771.977.680,00
27.102.100.000,00
79.723.702.220,00

15.267.736.276,00

38.319.945.444,00
25.986.020.500,00

150.000.000,00

Sumber data : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2012
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Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5

(lima) Tahun 2007-2011

No. Tahun Jumlah
1 2007 23.625.313.042,05
2 2008 30.317.218.101,00
3 2009 35.428.748.643,88
4 2010 42.815.214.150,86
5 2011 48.201.992.905,35
6 2012 66.466:128.910,13

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,

2012

Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Anggaran Pendapatan Daerah,

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya menggali secara maksimal

sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan

potensi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang

memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan

pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan
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kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendorong laju

pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Bab V Keuangan Daerah, pasal 6 bahwa
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1) pajak daerah;

2) retribusi daerah;

3) perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan;

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan;
b. hasil jasa giro;
c. pendapatan Bunga;
d. keuntungan selisih nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing dan;
e. komisi, potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

atau pengadaan.barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun pengertian pajak daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
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Oleh karena itu, menilik dari kecilnya angka PAD Kabupaten Kotawaringin
Barat, maka sudah selayaknya Pemerintah daerah beserta jajarannya berpikir kreatif
untuk meningkatkan PAD terutama dari sektor pajak daerah. Salah satu potensi pajak
daerah yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pajak Sarang
Burung Walet/Sriti. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah bangunan sarang walet/sriti di tahun
2012 sekitar 500 gedung.

Potensi Pajak Sarang Burung Walet/Sriti yang sangat besar inilah yang harus
secepatnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.. Lebih lanjut, menurut
perhitungan instansi terkait, jumlah penerimaan sektor.pajak burung walet/sriti jika
dikelola dapat menghasilkan penerimaan daerah sebesar Rp. 2 Milyar setiap
tahunnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Menurut Data tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, target yang ditetapkan untuk perolehan pajak
sarang burung walet/sriti, dari jumlah target sebesar Rp. 2.882.570.000,- sedangkan
realisasi penerimaan.sebesar Rp. 633.500.000,-. Artinya, hanya sekitar 25 % dari

target yang telah ditetapkan.

Problematika pajak Sarang Burung Walet/Sriti menjadi fenomena tersendiri.
Maraknya pembangunan sarang burung walet/sriti hampir di seluruh wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat terutama di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan
Kumai ternyata menuai banyak polemik terutama dari aspek pengelolaan pajak

daerah. Dengan semakin banyaknya bangunan sarang burung wallet / sriti di wilayah
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Kotawaringin Barat memunculkan inovasi daerah untuk meningkat PAD disektor
tersebut yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini
sangat sulit untuk diterapkan. Sehingga pendapatan dari sektor pajak belum terserap

dengan baik.

Akibat dari belum terserap secara maksimal pengelolaan pajak daerah
tersebut, nilai PAD Kabupaten Kotawaringin Barat sangat minim.. Mengingat
Besarnya peranan Pajak Daerah terutama pajak burung walet/sriti dalam rangka
peningkatan PAD demi kesejahteraan rakyat, sehingga sangat menarik untuk melihat
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung
Walet/Sriti.

Sehingga berdasarkan hal diatas, ' maka penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan sebagai pengungkapan pikiran-pikiran
secara sistematis dan jelas, mempunyai hakekat dari suatu masalah yang ada,
sehingga memudahkan dalam memahaminya. Permasalahan adalah suatu kondist
yang menunjukkan ketidakseimbangan antara sesuatu yang diharapkan atau yang
seharusnya (das sollen) dengan kenyataan yang sedang berlangsung (das sein).

Permasalahan juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang menantang untuk
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diperbaiki, disempurnakan, dan ditingkatkan agar berdaya guna dan memberi
manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia (Nawawi dan Martini, 1994 : 36).

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang, hasil
pemantauan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti tidak berjalan
dengan baik. Indikasinya, adalah rendahnya penyerapan Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti pada tahun 2011 dan 2012. Implikasi dari rendahnya penyerapan pajak
tersebut, kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat minim.
Kurang efektifnya implementasi diduga menjadi sebab rendahnya penyerapan Pajak
Sarang Burung Walet/Sriti.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan
permasalahan secara jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan

terfokus, adapun permasalahan yang pe¢nulis ajukan sebagai berikut :

a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti?

b. Faktor — faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak

Sarang Burung Walet/Sriti?

11
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C. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak
Burung Walet/Sriti.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung
dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten

Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung

Walet/Sriti.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu

Administrasi Publik;

2. Kegunaan praktis, <hasil® penelitian ini diharapkan menjadi bahan
masukan bagi stakeholder yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
dalam pengelolaan Pajak Daerah;

3. Kegunaan individu, penelitian ini dapat menjadi syarat bagi penyusun

untuk meraih ilmu dan kapasitas akademik demi meningkatkan

kecerdasan dan keterampilan berpikir.

12
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

A.1 Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km? terdiri dari 6 (enam)
Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan
Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan
Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari
Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut

Kecamatan dapat dilihat pada Tabel | berikut ini.

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan - Luas Jml. Desa/

Km Yo Kelurahan
2 L 2. 3. 4
1. Arut Selatan 2.400 22,31 20
2. Kumai 2.921 27,15 18
3. Kotawaringin Lama 1.218 11,32 17
4. Arut Utara 2.685 24.96 18
5. Pangkalan Lada 229 3,08 11
6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21 17
KOTAWARINGIN BARAT 10.759 100 94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

62

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 110° 25726 - 112°50°36
Bujur Timur (BT) dan antara 1°19°35> - 3936’59 Lintang Selatan (LS). Secara
administratif letak geografisnya berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara
Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat. dapat’ digolongkan
menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak
berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :
e Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan
terhadap erosi.
e Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan
terhadap erosi.
e Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial / Organosal
banyak‘mengandung air.
Keadaan goemorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air
laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten

Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :
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Tabel 4.2

Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut

Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ketinggian Kemiringin
Kecamatan (MDPL) (%)
1. 2. 3.
1. Arut Selatan 0-500 0-40
2. Kumai 0-500 0-40
3. Kotawaringin L.ama 7-100 0-2 dan 15-40
4. Arut Utara 25-(>500) 2—(>40)
5. Pangkalan Lada 0- 500 0-40
6. Pangkalan Banteng 0500 0-40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu vdara, kecepatan angin dan
kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim
tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/ kering dan musim hujan. Musim
kemarau pada Bulan Junitsampai dengan September sedangkan musim penghujan
bulan Oktober sampai‘dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0°C - 33,8 °C
dan suhu minimum antara 21,3 °C — 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di
dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan
sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang
digunakan oleh masyarakat di dalam mefakukan aktivitasnya, dimana nama-nama

sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 3. berikut ini :
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Tabel 4.3

Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat

Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

Panjang Dapat Rata-Rata
No. Nama Sungai (Km) Dilayari | Kedlma Lebar
(Km) nM) | M
1. 2. 3. 4. LS b 6.
I. Sungai Kumai 175,00 100,00 6,00 300,00
2. Sungai Arut 250,00 190,00 4,00 100,00
3. Sungai LLamandau 300,00 250,00 6,00 200,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Jenis fahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap

pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah

dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan,
kehutanan dan perumahan. Demikian pula.dalam penggunaan tanah yang merupakan

indikator intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan
ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (land
cover) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan
didominasi olch perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun

campur, permukiman dan lain-lain.
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Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

No Peruntukan Luas (Ha) % |
1. 2. 3. 4.
| Konsesi kehutanan 565.028 52,52
2 Konsesi transmigrasi 28.641 2,66
3 Kawasan pengembangan
A | - Konsesi perkebunan
+ Cadangan 120.807 11,23
+ Tertanam 160.973 14,96
B { - Konsesi non perkebunan 191.309 17,78
4 Danau dan sungai 9.142 0,85
C dumiah [ 1075900 100.@

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan

komoditas pertanian.’Berdasarkan data statistik (BPS, 2012) bahwa keadaan tanah di

wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan

yang sangat terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah

kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar

hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari tekstur tanah, umumnya wilayah

Kowaringin Barat sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah lempung

berpasir/tekstur tanah halus.
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Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat

No. | Kecamatan Tekstur (ha)
Halus Sedang Kasar |Lain-lainj Jumlah

] Arut selatan 139.704 34.320 65.976 - | 240.000
2 Arut Utara 266.271 - 2.229 - 268.500
3 Ktw. Lama 79.468 25.152 17.186 - 121.800
4 Kumai 83.639 | 193.168 79.183 | 89.610 | 445.600
5 P. Lada
6 P. Banteng

Jumlah 569.076 | 252.640 | 164.574 | 89.610 | 1.075.900

%o 52,89 23,48 15,30 8,33 100,00

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimanten Tengah, 2012

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai

berikut :

e Tanah Alluvial, yaitu tanah yang-merupakan endapan tanah yang berasal
dari sungai pada waktu banjir.“Tanah tersebut sebagian besar terdapat di
daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.

e Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang
terdapat.di daerah dataran rendah.

e Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak
terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan
lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan

Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu

554.242  ha

- Podsolik Merah Kuning

59.012  ha

- Laterit
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Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Ketawaringin Barat adalah

lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, ekitar-11,22% dari luas wilayah dan

terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti yang disajikan pada

tabel 6 berikut ini.

Tabel 4.6

Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan di Wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat

No. Kecamatan Tekstur (ha)
Gambut Pasir Batu Jumlah

i Arut selatan 17.040 1.229 - 18.268
2 Arut Utara - 813 - 813
3 Ktw. Lama 16.553 4.980 - 21.513
4 Kumai 68.865 11.273 - 80.138 |
5 P. Lada
6 P. Banteng o

Jumlah 102.458 18.295 | - 120.753
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Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin

Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai

dengan akhir Desember 2011 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah

245.762 jiwa, dengan rincian sebagaimana Tabel 7. berikut ini

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk ditiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2011
Kecamatan Laki-Laki | Perempuan JUMLAH
S A 3 4,

1. Arut Selatan 52.998 48.807 101.805
2. Kumai 24.886 22.788 47.674
3. Kotawaringin Lama 9.213 8.145 17.358
4. Arut Utara 10.301 7.445 17.746
5. Pangkalan Lada 15.377 13.532 28.909
6. Pangkalan Banteng 17.385 14.885 32.270
Jumlah 130.160 115.602 245.762

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada

kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup

tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan penduduk biasanya terpusat

pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal

dan sebagainya. Jumlah penduduk pada tabel 8 :
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Tabel 4.8
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di tiap Kecamatan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Rumah Penduduk Sex
Kecamatan .

Tangga Laki Wanita Jumlah Ratio
Arut Selatan 27.388 52.998 48.807 101.805 108,59
Kumai 11.027 24.886 22.788 47.674 109,59
Ktw. Lama 4.807 9.213 8.145 17.358 113,11
Arut Utara 4.971 10.301 7.445 17746 138,36 |
P. Lada 8.033 15.377 13.532 28.909 113,63
P. Banteng 9228 17.385 14.885 32.270 116,80
Tahun 2011 65.454 130.16G | 115.602 245.762 112,59
Tahun 2010 64.104 127.749 | 113.634 241.762 112,42
Tahun 2009 60.209 121.650 | 109.334 230.984 110,63

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012
A3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13
Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pengelolaan KeuanganDaerahKabupaten Kotawaringin Barat.
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
sebagai pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam bidang keuangan, melaksanakan

pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:;

c. mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD;

d. melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

f.  mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;

g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

h. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;

i. menetapkan Surat Penyediaan'Dana (SPD);

j-  menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah :

. menyajikan informasi keuangan daerah;

m. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah;

n. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati.
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Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari
Seorang Kepala Dinas yang membawahi | (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang,
dan Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub.Bagian, serta masing-masing Bidang terdiri
dari 3 (tiga) Seksi.

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selengkapnya,
meliputi :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

e Sub Bagian Umum

¢ Sub Bagian Keuangan

e Sub Bagian Data dan Program

c. BidangAnggaran Pendapatan Daerah terdiri dari :
e Seksi Pendataan

e Seksi Penetapan dan Penagihan

e Seksi Perencanaan; Pembinaan dan Pengawasan
d. Bidang Akuntansi terdiri dari :

e  Seksi Akuntansi dan Pelaporan

e Seksi Verifikasi

e Seksi Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
e. BidangPerbendaharaan terdiri dari :

e Seksi Perbendaharaan Belanja Pegawai

e  Seksi Perbendaharaan Belanja Non Pegawai
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e  Seksi Kekayaan Daerah

f.  Bidang Anggaran Belanja Daerahterdiri dari :

e  Seksi Anggaran Belanja Pegawai

e Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai

e  Seksi Investasi dan Pinjaman Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungstional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan
unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.Kepala Dinasdalam melaksanakan

tugasnya berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti menyebutkan bahwa yang
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat, dalam hal ini adalah Bidang Anggaran Pendapatan Daerah dengan 3 (tiga)
Seksi yakni, Seksi Pendataan, Seksi Penetapan dan Penagihan dan Seksi
Perencanaan Bimbingan dan Pengawasan.

A.4 Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20

Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor20.Tahun 2010 tentang Pajak
Sarang Burung Walet/Sriti bahwa yang mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan pemungutan Pajak Sarang” Burung Walet/Sriti adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Yang dimaksud dengan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak atas
kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti. Adapun
Burung Walet/Sriti adalah satwa yang termasuk Marga Collocacia, yaitu Collocacia
Fuchliap Haga, Collocacia Maxina, Collocasia Esculanta, dan Collocacia Linchi.

Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
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pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturaan Perundang-undangan perpajakan Daerah. Masa Pajak
adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pengertian Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan
pengertian Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan -mulai dari perhimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak.terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyetorannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti ada

beberapa dokumen yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh"Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

2) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
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3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak . yang menentukan
taimbahan atas jumlah pajak yang tefah ditetapkan;

6) Surat Ketetapan Pajak Daerah lLebith Bayar; yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah_kredit pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

7) Surat Ketetapan Pajak ‘Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Ketetapan-Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak;

8) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda;

9) Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah
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yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daecrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

10) Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang-Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah lLebih Bayar,
ratau Terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak;

Dalam melaksanakan proses administrasi pengelolaan Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti, dilakukan: perfama, Pembukuan adalah proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur.untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak. Kedua,
Pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perp ajakan daerah.
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Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti. Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
Walet/Sriti. Tidak termasuk objek Pajak adalah :

a. Pengambilan sarang burung Walet/Sriti vang telah dikenakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

b. Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti

lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan secara jelas bahwa Subyek Pajak adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan.dan/atau mengusahakan
sarang burung Walet/Sriti. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

Seianjutnya dalam Bab Il dijelaskan mengenai Dasar Pengenaan Tarif,
Perhitungan dan Wilayah Pemungutan: Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual
Sarang Burung Walet/Sriti disebutkan, Nilai Jual sarang burung Walet/Sriti dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung Walet/Sriti dengan
volume sarang. burung: Walet/Sriti. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen). Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan. Hasil penerimaan Pajak Burung Walet/Sriti merupakan
sumber pendapatan daerah yang disetorke kas daerah. Pajak yang terutang dipungut

diwilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung

Walet/Sriti.
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Dalam Bab [V tentang tata cara pemungutan pajak dijelaskan bahwa
Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. Setiap wajib pajak, wajib membayar
pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib
pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah
menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalamsurat teguran.

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang belum terungkap
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,
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dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak. Kekurangan pajak yang
terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 100% (scratus Persen) dari jumlah pajakkurang bayar. Jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tidak dikenakan sanksi
administrasi.

Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak_ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.dihitung dari pajak
kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu, paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Di dalam Bab V dijelaskan mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat
Pajak Terutang. Dengan rincian, Masa Pajak adalah | (satu) tahun kalender setelah
pengambilan sarang burung Walet/Sriti. Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi
pada saat pengambilan sarang burung Walet/Sriti.

Setiap wajibPajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. SPTPD
harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak. Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Sedangkan dalam Bab VI mengenai Surat Tagihan Pajak disebutkan, Bupati

dapat menerbitkan STPD jika:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
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b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling
lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau
kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ‘dan_ditagih dengan
mempergunakan STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun tata cara pembayaran dan penagihan pajak; adalah sebagai berikut:

1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling
lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah“saat terutangnya pajak, paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimannya SPPT oleh wajib Pajak.

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus.dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak Daerah untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daerah, dikenakan bunga

sebesar 2 % (dua Persen) sebulan.
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4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak Daerah yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya
ditagih dengan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupati segera
menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti juga diatur mengenai Keberatan dan
Banding. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang ditunjuk atas :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan- alasan yang

jelas.
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3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib
pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu ity
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah memenuhi atau
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;

5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana_dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat
keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan;

6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan.oleh pejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Bupati dalam Jangka waktu ‘paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang. Apabila dalam jangka waktu
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan.

Pasal 20 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah. Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
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Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan dilampaui pengajuan keberatan dianggap
gugur atau tidak diterima. Pengajuan Permohonan banding menangguhkan
kewajibannya membayar pajak sampai denganl (satu) Bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan banding. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan_sampai dengan
diterbitkan SKPDLB.

Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau.dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar. 50% (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan
permohonan banding sankst administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
Persen) tidak dikenakan.Dalam hal“permohonan Banding ditolak atau dikabulkan
sebagaian, wajib pajak_dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus Persen) dan jumlah pajak berdasarkan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti dalam Bab IX juga mengatur
mengenai Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Dengan ketentuan sebagai

berikut :
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1) Atas permohonan Wajib Pajak Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan dan/atau
kekeliruan penetapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi‘tersebut dikenakan karena
kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

c. membatalkan atau mengurangkan STPD.

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan, ketetapan pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah

harus memberikan keputusan.
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5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangansanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Dalam Bab XII tentang Pembukuan dan Pemeriksaan secara rinci disebutkan
tugas dari wajib pajak terkait pengelolaan sarang burung walet/sriti, dalam Pasal 26
disebutkan sebagai berikut :

1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,~(tiga ratus juta rupiah) péhahun wajib.menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan diatur dengan peraturan Bupati.

Dalam Pasal 27 :

1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak
dalam pemenuhan kéwajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2) Wayjib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan

dan/atau

87

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam Bab XIV tentang Pelaksanaan dan Pengawasan, Pasal 29
menyebutkan bahwa :

1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Sedangkan Ketentuan Pidana diatur dalam Bab X VI Pasal 31:

1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap-atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama-1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar-sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Lebih lanjut lagi ketentuan pidana diatur dalam Pasal 32 menyebutkan
Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampui jangka

waktu 5 (lima)tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau

berakhirnya tahun pajak yangbersangkutan.
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Pasal 33 :

1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan dipidana, dengan pidana kurungan
paling lama | (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,-
(empat juta rupiah).

2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi  kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

3) Penuntutan terhadap tindak pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang
yang kerahasiaannya dilanggar.

4) Tuntutan pidana sesuai dengan sifatnya menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan _selaku wajib pajak merupakan tindak pidana
pengaduan.

Pasal 34 :
Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasal 33 ayat (1) dan (2)
merupakan penerimaan Negara.

B. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Arut

Selatan dan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan konfirmasi

dengan pihak-pihak yang terkait antara lain : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
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Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai dan
Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti mengenai Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti. Maka diperoleh informasi sebagai berikut :

B.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Penelitian memfokuskan kajian pada Implementasi KebijakanPeraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang

Burung Walet/Sriti di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1) Target dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet setelah terbitnya
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun

2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Masalah anggaran pendapatan Daerah merupakan masalah yang komplek,
oleh karena itu besar kecilnya :anggaran berdampak luas terhadap pembangunan
ekonomi. Selain hal. tersebut pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana
mengoptimalkan penerimaannya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya

manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam

mengelola penerimaannya.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah. dari Anggaran Pendapatan setelah
perubahan yang direncanakan sebesar Rp.610.152.391.000,00 maka telah terealisasi
sebesar Rp. 645.948.050.421,47 atau 105,87%. Secara umum pengelolaan dan

pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan
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Aslt Daerah terealisasi sebesar 107,77% dan Lain-lain pendapatan yang sah

terealisasi sebesar 133,32%. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi 123,53% dan Transfer dari Pemerintah

Provinsi terrealisasi sebesar 148,10%sebagaimana tergambar pada tabel 1 di bawah

ini :

Tabel 4.10

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011.

No URALAN KEGIATAN TA(:;H REALISASI LEBIH/ (KURANG) | %
1. {Pendapatan Asli Daerah 45,000,000,000.00] < 48498,567,66247]  3,498,567,662.47| 107.77
a. Pajak Daerah 8,909,956,700.00 9432,024.863.25 522,068,163.25] 105.86
b. Retribusi Daerah -  BST054330000] . 2740964176200]  839,09846200] 103,16
 |c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisankan| 421690000000 421691852562] 1852562/ 10000
4. Lain-tain Pendapatan Asi Daerah yang Sah 5,302,600,000.00 743098251160]  2137,382,511.60] 140.31
2. [Pendapatan Transfer 553,615,341,000.00{  582,067,077,183.00(  28,452,636,183.00] 105.14
2.1|Dana Perimbangan dari Pusat 501,727,336,000.00  517,762,011,230.00]  16,034,675.239.00] 103.20
a. Bagi Hasil Pajak 3500000000000  4323578866300]  8,235788,683.00] 12353
b. Dana Bagi Hasi Bukan Pajgk (Sumbei Dayel ~ 681500000000 1453306589100 781806589100} 214.72 |
|c-DanaBagiHasil Cukai Hasil Tembakat | 3315800000 1907898500  (19,079,015.00)] 5000
d. Dana Alokasi Umum (DAU) | 43277197800000]  432.771,977,680.00 (3000 10000
. Dana Alokasi Khusus (DAK) ©27,102,20000000  27,102,100,000.00 (100,000.00)] 100.00
22[Transfer dari Pusat lainnya 26,013,438,00000]  25,986,020,500.00 (27,417,500.00) 99.89
~ Dana Penyesuaian 26,013,438,000.00 25,986,020,500.00 {27,417,500.00)] 99.89
23|Transfer Pemerintah Provinsi 25874,567,00000]  38,319.945444.00]  12,445378,444.00] 148.10
Pendapatan Bagi Hasi Pajak 25874567000.00] 3831994544000  12,445,378.444.00] 148.10
3. |Pendapatan Lain-lain yang Sah 11,537,050,00000]  15381736276.00]  3,844,686,276.00] 133.32
~ Pendapatan hibah 11,307,05000000]  15231,736276.00]  3844,686,276.00] 13376
- BantﬁgnT(e?uangan danWF”'ropmsa - ' 150, 000,000.00 Vﬁ;, 150,000 @00 o 0.00 T(J(ﬁoi
~ I~ Pendapatan lainnya I ool o 000} 000
Jumizh 610,152,391,000.00 6459482611247 35795,890,121.47 105.87

Sumber data : DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan  Asli Daerah (PAD)
per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 48.498.336.962,47 atau 107,77 % dari target

sebesar Rp. 45.000.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp.
9.431.794.163,25 atau 105,86 % dari target sebesar Rp. 8.909.956.700,00 dari 7
(Tujuh) jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Kotawaringin Barat antara

lain :

a. Pajak Hotel realisasi penerimaan sebesar Rp. 269.067.825,20 atau 76,88 %
dari target sebesar Rp. 350.000.000,00

b. Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan sebésar Rp. 727.295.998,60 atau
126,49 % dari target sebesar Rp. 575.000.000,00

c. Pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan scbesar Rp. 94.319.451,45 atau
157,20 % darti target sebesar Rp. 60.000.000,00

d. Pajak Reklame dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 678.371.296,04 atau
101,83 % daritarget sebesar Rp. 675.000.000,00

e. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 4.071.713.856,00 atau
162,87 % dari target sebesar Rp. 2.500.000.000,00

f. Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi penerimaan
sebesar Rp. 2.123.714.110,96 atau 353,95% dari target sebesar Rp.

600.000.000,00

g. Pajak Air Tanah realisasi penerimaan sebesar Rp. 29.490.850,00 atau

589,82% dari target sebesar Rp. 5.000.000,00
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h. Pajak Sarang Burung Walet dengan realisasi penerimaan Rp. 29.490.850,00

atau hampir 700 % dari target sebesar Rp. 5.000.000,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi penerimaan

hanya Rp.

1.380.370.775,00 atau

1.000.000.000,00

138,04 % dari target sebesar Rp.

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel

3.1 di atas secara keseluruhan berbagai permasalahan yang didapati dari sumber-

sumber Pendapatan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai_dengan per 31

Desember 2011 secara keseluruhan sebesar 107,77 %, adapun untuk Realisasi

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.

29.490.850,00 dari target sebesar Rp. 5.000.000,00. Target yang ditetapkan cukup

rendah karena Perda No. 20 Tahun 2010, baru diterapkan pada tahun 2011.

Sedangkan pada tahun 2012, berdasarkan laporan realisasi pendapatan DPKD

Kabupaten Kotawaringin Barat; target penerimaan pajak sarang burung walet sebesar

Rp. 2.882.570.000,-, akan-tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 633.500.000,-, atau

sekitar 25 % dari target penerimaan.

Tabel 4.11

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Tahun 2012

No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Pajak Daerah

16.709.900.000,00

18.226.193.974,20

Pajak Hotel

412.330.000,00

479.159.225.,80
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2 | Pajak Hiburan

625.000.000,00

794.973.855,50

3 Pajak Restoran

60.000.000,00

309.254.700,25

3 Pajak Reklame

700.000.000,00

734.101.516,65

4 | Pajak Penerangan Jalan

3.500.000.000,00

6.421.945.779,00

5 | Pajak Air Tanah

30.000.000,00

36.885.480,00

6 | Pajak Parkir

7 | Pajak Sarang Burung Walet

2.882.570.000,00

633.500.000,-

dan bantuan lainnya

Pajak mineral bukan logam

6.000.000.000,00

7.074.671.122,00

9 PBB Perdesaan & Perkotaan

10 | BPHTB

2.500.000.000,00

1.741.738.295,00

Berdasarkan data Pendapatan.Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah tersebut

diatas, terlihat bahwa hanya realisasi Pajak Sarang Burung Walet yang tidak

melampau target. Sedangkan penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya hampir

memenuhi target, bahkan beberapa jenis pajak daerah melebihi target, seperti Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan

Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
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Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Tahun 2013

No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Daerah 22.675.932.000,00 | 18.164.283.078,43
1 Pajak Hotel 765.932.000,00 408.577.294,72
2 Pajak Restoran 800.000.000,00 823.484.464,06
3 Pajak Hiburan 275.000.000,00 270.822.205,25
4 Pajak Reklame 800.000.000,00 785.588.099,30
5 Pajak Penerangan Jalan 6.500.000.000,00 8.214.397.291,00
6 Pajak Air Tanah 35.000.000,00 19.809.070,00
7 Pajak Parkir
8 Pajak Sarang Burung Walet SO0.000.000,00 332.518.000,00
9 Pajak Mineral Bukan. Logam 10.000.000.000,00 5.497.340.016,60
dan Batuan Lainnya
10. | BPHTB 3.000.000.000,00 1 .793.298.437,51J

Pada Tahun 2013, terlihat dari pihak DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat,
menurunkan target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, dikarenakan selisih
target pendapatan dan penerimaan yang terlalu besar pada tahun 2012. Walaupun

dari realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2013 sebesar Rp.
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332.518.000,- lebih besar dibandingkan pada Tahun 2012 yang mencapai sebesar

Rp. 633.500.000,-.

Tabel 4. 13

Tabel target dan capaian realisasi Pajak Sarang Burung Walet

Tahun 2011-2013

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)
2011 5.000.000,00 29.490.850,00
2012 2.882.570.000,00 633.500.000,00
2013 500.000.000,00 332.518.000,00

2) Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pajak Sarang

Burung Walet/Sriti

Keberadaan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat
(Kobar) terus menjadi polemik.. Keberadaan puluhan bahkan ratusan bangunan
sarang burung walet ‘ternyata tidak memberikan income yang sebanding bagi
pemerintah. Buktinyathingga saat ini sejumlah pengusaha bangunan sarang burung

walet membandel untuk bayar pajak ke Pemkab Kobar.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah
(DPKD) Kobar Muhammad Fauzi melalui Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan

Rusli Efendi mengatakan,

“Padahal, bangunan di tahun 2012 bertambah hingga sekitar 500 gedung. Ini
artinya lebih banyak dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 357 gedung. Dari jumlah
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tersebut baru terdapat 129 gedung yang telah tercatat memiliki izin mendirikan
bangunan (IMB). Itu pun IMB-nya banyak yang bermasalah. Lantaran laporan yang
digunakan untuk ruko, tapi ternyata difungsikan untuk bangunan sarang burung
walet. Sampai sekarang belum ada yang membayar pajak, kami sangat
menyayangkan para pemilik yang tidak taat pada pajak daerah. Padahal, jika para
pengusaha walet membayar pajak, potensi pendapatan dari hasil sarang walet sangat
besar. Justru pajak yang masuk saat ini berasal dari Kabupaten Sukamara sebesar Rp.
4,8 juta. Di sisi lain, target pendapatan daerah dari sektor usaha sarang burung walet
sebesar Rp 2 miliar. Langkah pendataan sangat lemah. Bahkan, RT dan kelurahan
ditengarai tidak memiliki data resmi keberadaan jumlah bangunan walet di
wilayahnya. Ini artinya banyak gedung walet yang berdiri liar karena tidak terdaftar.
Kami berharap agar pendataan di lapangan harus jelas, sehingga bisa memberikan
kontribusi ke daerah, RT, Kelurahan dan Kecamatan semestinya -aktif mendata
keberadaan bangunan walet di wilayahnya masing-masing.”

Disamping itu, dalam upaya meraup pendapatan dari sektor pajak sarang
burung walet, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) dalam
waktu juga melakukan sosialisasi ‘secara langsung kepada para pengusaha.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah membentuk tim yang akan turun

ke lapangan untuk menemui perigusaha walet yang masih bandel bayar pajak.

Kasi Pendapatan Derry Damayanti mengatakan, “kami telah menggelar rapat
persiapan membentuk tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ada
empat tim yang akan menyebar ke seluruh wilayah Kobar, hingga ke kecamatan-
kecamatan untuk mendatangi warga yang memiliki gedung sarang walet. Masing-
masing tim terdiri enam orang, diantaranya tiga dari Satpol PP dan tiga dari DPKD
Kobar. Kita upayakan ketemu langsung dengan pemiliknya (pengusaha walet) jika
tidak, kita sampaikan secara tertulis, Setiap gedung walet akan ditempel selebaran
berupa himbauan membayar pajak dan mengenai peraturan daerah tentang kewajiban
pajak dart usaha sarang walet. Tapi tetap kita upayakan untuk bisa ketemu, sekurang-
kurangnya ada 600 gedung walet yang akan didatangi tim. Gedung-gedung itu bukan
hanya di sekitar Pangkalan Bun dan Kumai, melaikan hingga desa-desa di sejumlah

kecamatan.”
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Lebih jauh dijelaskan Derry,

“Pada Perda Kabupaten Kobar Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat
menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau
pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak
empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Itu akan kita
tempelkan di semua gedung walet jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk
mengatakan tidak tahu,”

Sedangkan menurut tokoh masyarakat, yakni ‘Kepala“Sekolah Menengah
Negeri 1 Arut Selatan, sangat menyayangkan Ketidakseriusan Pemkab dalam
menanggapi problematika sarang burung walet/sriti.

“Kami sangat terganggu oleh sarang walet ini. Apalagi sekarang di depan
sekolah ada yang mau membangun lagi. Dikhawatirkan akan mengganggu proses
belajar. Suatu saat nanti bila lokasi ini dikepung oleh sarang burung walet, kotoran
burung juga sangat berbahaya,” kata Tarmudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1.

Tarmudi menyontohkan; daerah Yogyakarta yang Dewan Pendidikan bisa
bersikap tegas terhadap pengusaha sarang burung walet di sekitar lokasi belajar,
bahkan bisa merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan sarang burung
bila lokasinya terlalu dekat dengan sekolah. Dia menyayangkan, mengapa instansi

pemerintah tidak peduli dengan persoalan yang kian serius ini.

“Pihak yang memberi surat teguran (Dinas PU) saja diabaikan dan pengusaha
terus membangun. Apalagi dari akademisi yang hanya bisa menyarankan saja,”
Ungkap Tarmudi.
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Sedangkan menurut Anto, Seorang pengusaha sarang burung walet di
Kecamatan Arut Selatan, mengatakan, dirinya siap jika memang harus membayar
Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

“Bukan saya tidak mau bayar, tapi bayarnya ke mana, dengan siapa, terus

berapa yang harus saya bayar. Kalau diambil ke sini, misal pas panen ya silahkan
karena aturannya seperti itu, saya manut saja,”

B.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20.Tahun 2010 tentang

Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi

Dalam suatu organisasi publik. pemierintah daerah misainya, komunikasi
sering merupakan proses yang sulit,.dan komplek. Proses pentransferan berita
kebawah di dalam organisasi atau.dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke
komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja
maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak
sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informast sama
memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada
suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit

untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat

ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan

99

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

konsisten(accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan
mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi-
komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka

kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Dalam kasus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, Komunikasi
menjadi elemen penting. Informasi mengenai Pajak sarang burung walet/sriti dari
Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada
Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti. Sehingga, berhasil atau tidaknya persentase

penerimaan pajak sangat bergantung pada intensitas komunikasi yang terjalin.

Akan tetapi, pada kenyataannya_ untuk mewujudkan komunikasi tersebut
sangat sulit. Seperti yang diungkapkan.oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Seksi Pendapatan, Derry
Damayanti;

“Kami« kesulitan mengetahui data valid mengenai pemilik gedung sarang
walet ini,meski telah ditanyakan kepada ketua RT, umumnya mereka tidak tahu.
berdasarkan data dari Pemerintah Kelurahan Raja, terdapat 29 gedung walet yang
mengantongi rekomendasi kelurahan. Namun, saat pengecekan di lapangan banyak

gedung yang sudah berpindah tangan. Sulitnya lagi, pemilik baru juga tidak tinggal
di lingkungan sekitar gedung sehingga tidak bisa ditemui secara langsung.”

Untuk menyiasati hal tersebut, pihak DPKD melakukan upaya sosialisasi soal

pajak usaha burung walet. sosialisasi hanya diwujudkan dengan menempel selebaran
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berisi himbauan, karena para pengusaha susah ditemui secara langsung,
Salah satu wilayah yang menjadi sasaran sosialisasi adalah Kelurahan Raja

Kecamatan Arut Selatan (Arsel).

Adapun bentuk sosialisasi tersebut adalah dengan pemasangan pamphlet di
setiap bangunan sarang burung walet/sriti. Pemasangan pamplet ini akibat dari
sulitnya para pengusaha sarang burung walet/sriti untuk ditemui. Seperti yang
diungkapkan Derry Darmyanti;

“Kita berharap, setelah ditempeli pamflet mereka tidak.-bisa lagi mengelak
dan mengatakan tidak tahu mengenai pajak. sarang burung walet.
Untuk memeasang pamflet tersebut DPKD bersama Satpol PP membentuk empat
tim. Tim pertama beroperasi di Kelurahan Raja, Raja Sebarang dan Mendawai
Sebaang. Tim kedua di Kelurahan Sidorejo, Madurejo, Desa Pasir Panjamg, Kumpai
Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah, Kemudian tim ketiga beroperasi di Kecamatan

Kumai. Dan tim keempat di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.
Meraka memiliki waktu tiga hari untuk melakukan sosialisasi.”

Berdasarkan data diatas, pada kenyataannya, bangunan sarang burung
walet/sriti dimilik oleh para pengusaha yang berdomisili dari luar daerah. Sehingga,
sangat sulit untuk. melakukan komunikasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Keberadaan para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti yang diluar

daerah juga diakui oleh Lurah Raja, Muhlan Affandi :

“Umumnya pengusaha sarang walet berasal dari luar daerah. Saya juga
mengakui banyak gedung walet yang belum terdata. Alasannya, sejumlah pengusaha
tidak melapor. Disamping itu banyak jual beli gedung walet dari pemilik awal
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kepada pihak lain yang tidak melewati kami (kelurahan), kemungkinan langsung

melalui notaris.”

Komunikasi menjadi persoalan tersendiri terkait informasi tentang adanya
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
Sejumlah pengusaha sarang burung walet di Kumai dan Pangkalan Bun berdalih
belum paham soal mekanisme pembayaran pajak usaha kepada pemerintah daerah.
Bahkan, beberapa diantaranya mengaku tidak tahu jika usahanya sudah dikenai pajak

oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Seorang pengusaha sarang burung walet di Kecamatan-Arut Selatan, Anto,
mengatakan, dirinya masih bingung hendak membayar pajak usahanya itu.
“Bukan saya tidak mau bayar, tapi bayarnya ke mana, dengan siapa, terus

berapa yang harus saya bayar. Kalau diambil-ke sini, misal pas panen vya silahkan
karena aturannya seperti itu, saya manut saja,”

Di samping itu, dia juga mengaku selama ini tidak ada sosialisasi secara
langsung oleh pemerintah terkait adanya pemberlakuan pajak usahanya. Dia
mengaku hanya tahu/dari bincang-bincang para tetangganya sesama pemilik gedung

sarang burung walet.

“Saya mendengar katanya ada di koran juga ada, tapi saya tidak paham
bagaimana membayarnya, Intinya saya siap bayar walaupun gedung saya tidak
seberapa. Tapi juga harus adil, semua harus dipungut, apalagi yang punya sampai
tiga, empat gedung, dan usahanya sudah lama,”

Anto, seorang yang dibincangi di salah satu gedung sarang burung walet di

Kelurahan Raja justru mengungkapkan kerap mengeluarkan setoran dari hasil panen

sarang walet yang dijaganya. Namun dia tidak membeberkan membayar kepada
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siapa. Anto nampaknya juga tidak paham soal peraturan pajak yang dibebankan
kepada bos-nya.

“Kalau saya hanya jaga di sini. Bos saya jarang di sini. Tapi kayaknya selalu
bayar kok pas panen,”

Secara terpisah, Ahmad, seorang pengusaha walet di Kumai juga mengatakan
dirinya belum tahu soal pungutan pajak dari usaha sarang waletnya. Pengusaha yang
mengaku memiliki dua gedung itu belum menerima penjelasan langsung dari

pemerintah.

“Kalau memang ada harus jelas, berapa yang harus.disetor, kemudian kapan
waktunya dan ke mana saya harus bayar. Syukur-syukur ada yang nagih ke sini jadi
saya tidak repot,”.

Sedangkan, menurut Kepala Dinas_Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)
Kabupaten Kobar Muhamad Fauzi sebelumnya mengatakan, pihaknya terus berusaha
untuk meraup pajak dari bidang usaha sarang walet dengan dilakukan secara

bertahap dari para pengusaha besar. Menurutnya, Pemkab Kobar telah memanggil

beberapa pengusaha sarang walet terkait upayanya itu.

“Untuk memberikan sosialisasi kepada para pengusaha walet berskala besar
tidak mudah. Masalahnya rata-rata pengusaha yang besar tidak mudah untuk
mengatur pertemuan dengan mereka. beberapa pengusaha ada yang memiliki
bangunan walet lebih dari lima bahkan sepuluh. terkait mekanisme pungutan pajak
kepada pengusaha juga masih lemah. Untuk mengetahui berapa penghasilan dari
masing-masing pengusaha walet juga dinilai sulit jika bukan pengusaha itu sendiri

yang harus bersikap kooperatif,”.
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2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang
terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap
tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara
apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan’waktu menjadi

perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak ‘kalah pentingnya dengan
komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk
memperlancar administrasi implementasi_suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri
atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar
pelaksanaan (implementasi)suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau
insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar

terhadap gagalnya.implementasi kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sumber daya
manusia dan sumber daya finansial dapat dikatakan telah terpenuhi. Dalam konteks
SDM, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah
memiliki struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan perda tersebut. Hal ini

sesuai dengan amanah dari Perda, yang menyebutkan bahwa Pelaksana Kebijakan
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat.

Begitu pun halnya dengan sumber daya finansial, Dinas Pengelola Keuangan
Daerah telah ditetapkan anggarannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Selain itu, para aparatnya pun adalah
Pegawai Negeri Sipil yang notabenenya di gaji oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah ketidaktepatan data bangunan

sarang burung walet. Seperti yang diungkapkan olehlLurah Raja, Muhlan Affandi :

“Umumnya pengusaha sarang.walet” berasal dari luar daerah. Saya juga
mengakui banyak gedung walet yang belum terdata. Alasannya, sejumlah pengusaha
tidak melapor. Disamping itu banyak jual beli gedung walet dari pemilik awal
kepada pihak lain yang tidak-melewati kami (kelurahan), kemungkinan langsung

melalui notaris.”

Kesulitan _ pendataan ini, juga dapat dilihat dari tumpang-tindihnya
pengusahaan Ijin. Mendirikan Bangunan (IMB), seperti yang diungkapkan oleh
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar Muhammad Fauzi
melalui Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Rusli Efendi mengatakan,

“Hingga saat ini tidak ada satu pun pengusaha sarang burung walet di Kobar
yang membayar pajak ke daerah. Padahal, bangunan di tahun 2012 bertambah hingga
sekitar 500 gedung. Ini artinya lebih banyak dari tahun 2011 yang hanya berjumlah

357 gedung.Dari jumlah tersebut, baru terdapat 129 gedung yang telah tercatat
memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Itu pun IMB-nya banyak yang
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bermasalah. Lantaran laporan yang digunakan untuk ruko, tapi ternyata difungsikan
untuk bangunan sarang burung walet. Sampai sekarang belum ada yang membayar

pajak,”

Persoalan pendataan ini  juga menjadi permasalahan tersendiri,
Camat Arut Selatan,Rody Iskandar,

“Kami tidak bisa bergerak sendiri, kecamatan hanya melakukan pendataan
gedung yang tak memiliki izin. Memang, keberadaan gedung penangkaran walet
memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Seperti dengan adanya
pemberian kompensasi oleh sejumlah pengusaha.Semestinya yang dilakukan oleh

para pengusaha adalah menaati aturan, bukan mendirikan dengan cara nekat seperti
sekarang ini. Jadi, memang sangat perlu ketegasan pemerintah daerah.”

Di lain sisi, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kobar Ir.
Kamaludin, M.Si mengakui tidak satu pun pengusaha-walet yang telah mengajukan
izin.

“Di seluruh Kobar bangunan. walet tak berizin, merecka awalnya berniat

membangun ruko. Tetapi dialigfungsikan. Parahnya tidak semua mengantongi
IMB,”.

3) Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini
sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi
warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka
rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin
para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh

kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
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Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan
dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan
organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn
(1974) menjelaskan  disposisi  bahwa  implementasi kebijakan  diawali
penyaringan (befiltercd)lebih dahulu melalui persepsi dari
pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat
tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya
untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri . dari pertama,
pengetahuan (cognition), pemahaman dan  pendalaman.(comprehension  and
understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima,
netra.l atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas

terhadap kebijakan.

Terkait dengan Sikap dan disposisi dari agen pelaksana kebijakan terutama
pihak DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat dari masih lemahnya
pendapatan pajak sarang burung walet/sriti yang dikarenakan masih lemahnya
pendataan bangunan sarang burung walet/sriti. Sehingga untuk mencapai tujuan
kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti masih belum optimal.

Kesulitan pendataan tersebut, menjadi penyebab pihak DPKD Kobar
memikirkan cara lain untuk menguatkan intensitas disposisi Perda Nomor 20 Tahun

2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti kepada para pengusaha, seperti yang

diungkapkan oleh Derry Darmayanti:
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“Bahwa pada Perda Kabupaten Kobar Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat
menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau
pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.”

“Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja
tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak
empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Keterangan
tersebut akan dicantumkan pada pamflet yang akan ditempelkan di bangunan-
bangunan sarang burung walet/sriti. Itu akan kita tempelkan di'semua gedung walet
jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan.tidak tahu,”

Di samping masalah tersebut, hal lain yang masih lemah dalam meraup
pendapatan dari pajak sarang walet adalah terkait besaran nilai yang mengacu pada
prosentase penghasilan. Untuk memantau besarnya penghasilan setiap pengusaha
sangat sulit. Sehingga terjadinya manipulasi sangat mungkin terjadi, jika para
pengusaha tidak berlaku jujur.

“Memang sangat.lemah,untuk mengetahui masa panen pun sangat sulit jika
para pengusaha ‘sendiri” tidak bersikap kooperatif. Pihaknya hanya melakukan
imbauan agar mereka bersikap kooperatif. Kendati demikian, Pemkab Kobar terus
berupaya agar penerimaan daerah dari sektor pajak bisa tercapai. Baru-baru ini Pak
Bupati sudah mengundang beberapa pengusaha walet, sudah ada pertemuan dengan

mereka, Sejumlah pengusaha yang diundang menyatakan siap untuk melakukan
kewajibannya membayar pajak.” kata Kepala Dinas Pendapatan Keungan Daerah

(DPKD) Kobar, Muhamad Fauzi.
Adapun Sikap penerimaan dari masyarakat pun beragam. Seperti yang
diutarakan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Bun,

Tarmudi, yang Pembangunan sarang burung walet dekat dengan letak sekolahnya.
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“Kami sangat terganggu oleh sarang walet ini. Apalagi sekarang di depan
sekolah ada yang mau membangun lagi. Dikhawatirkan akan mengganggu proses
belajar. Suatu saat nanti bila lokasi ini dikepung oleh sarang burung walet, kotoran
burung juga sangat berbahaya,” kata Tarmudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1.

Lebih lanjut Tarmudi menyayangkan, mengapa instansi pemerintah tidak
peduli dengan persoalan yang kian serius ini.

“Pihak yang memberi surat teguran (Dinas PU) saja diabaikan dan pengusaha
terus membangun. Apalagi dari akademisi yang hanya bisa menyarankan saja,Satu
hal lagi yang di khawatirkan, di sebelah sekolah ada tanah yang dijual. Saya khawatir
pembelinya akan membangun sarang walet.” Ungkap Tarmudi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan
memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi
terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur
birokrasi yang penting dari setiap organisasi-adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi
pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang

mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar

organisasi.

Drs. Muhammad Fauzi, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, mengatakan, terkait mekanisme pungutan pajak
kepada pengusaha juga masih lemah. Untuk mengetahui berapa penghasilan dari
masing-masing pengusaha walet juga dinilai sulit jika bukan pengusaha itu sendiri

yang harus bersikap kooperatif.

109

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

Disamping itu, lemahnya pendataan juga diakui. “Target pendapatan daerah
dari sektor usaha sarang walet sebesar Rp. 2 miliar. langkah pendataan sangat lemah.
Bahkan, RT dan kelurahan ditengarai tidak memiliki data resmi keberadaan jumlah
bangunan walet di wilayahnya. Ini artinya banyak gedung walet yang berdiri liar
karena tidak terdaftar. Saya berharap agar pendataan di lapangan harus jelas,
sehingga bisa memberikan kontribusi ke daerah. RT, kelurahan dan kecamatan
semestinya aktif mendata keberadaan bangunan walet di wilayahnya masing-
masing.” Kata Rusli Effendi.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat
menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu,

upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang

kondusif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya agar penerimaan
daerah dari sektor pajak bisa tercapai.

“Baru-baru ini Pak Bupati sudah mengundang beberapa pengusaha walet,
sudah ada pertemuan dengan mereka, Sejumlah pengusaha yang diundang
menyatakan siap untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Pembayaran
pajak oleh pengusaha walet bisa dilakukan secara berkala atau mengangsur, dan
batas waktunya hingga Desember. Sehingga masih sangat memungkinkan untuk bisa
meraup penerimaan pajak dari mereka,” kata M. Fauzi.

Sedangkan Menurut Lurah Raja Seberang, Sartanudin, ada sekitar 25
permohonan yang diterima kelurahan untuk membangun sarang burung walet.

Permohonan itu diajukan oleh bukan warga Pangkalan Bun. Dari 25 permohonan

tersebut, 15 diantaranya sudah mulai membangun dan beroperasi.
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Pembangunan sarang burung walet itu, sudah dimulai sejak 2007 silam dan
masih ada yang berjalan hingga 2011 ini. Dari semua bangunan tersebut, baru ada
satu bangunan yang sudah berproduksi. Menurut Sartanudin, kompensasi yang
diberikan oleh pengusaha burung walet kepada warga sekitar sampai saat ini baru
pembagian sembako. Sembako itu diberikan setelah sarang burung walet tersebut

dipanen.

C. Analisis Hasil Penelitian
Dengan melihat hasil yang telah dilakukan di lapangan dan berdasarkan hasil
wawancara dengan informan serta mengacu pada_perumusan masalah yaitu
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, serta kaitannya dengan [Imu

Administrasi Publik, maka dapat diketahui:

C.1 Implementasi Peraturan Da¢rah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Masih lemahnya realisasi target Pajak Sarang Burung Walet/Sriti
terutama pada tahun 2012 dan 2013, menurut pihak terkait hal ini terjadi
karena sulitnya mendapatkan data obyek pungutan dari pengusaha walet
di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari informasi tersebut, menunjukkan
bahwa penerimaan pajak sarang burung walet/sriti bukan sekedar
persoalan pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait. Akan

tetapi, juga bermuara pada penerbitan ijin sarang burung walet/sriti oleh
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Dinas/Instansi yang menerbitkan ijin. Sehingga dari pengajuan ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Sarang Burung Walet/Sriti tersebut
dapat diketahui jumlah bangunan sarang walet/sriti yang ada sehingga
memudahkan pemungutan pajak.

Disamping itu, ada kenaikan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet
pada 2012 sebesar Rp. 633.500.000,- dari tahun sebelumnya tahun 2011
sebesar Rp. 29.490.850,00,. Akan tetapi, ditahun 2013 terjadi penurunan
menjadi sebesar Rp. 332.518.000,-.

2) Upaya Pemerintah Dacrah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti sangat
sulit karena sebagian besar pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti
berada di luar daerah. Dari informasi tersebut, dapat dianalisis bahwa
keberadaan sarang burung walet/sriti di Kabupaten Kotawaringin Barat
telah dianggap investasi~yang menjanjikan bagi pengusaha terutama
pengusaha dari luar daerah. Oleh karena itu, investasi ini disatu sisi akan

sangat menguntungkan, di sisi lain akan merugikan jika tidak dikelola

dengan baik.

C.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat Impelementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 20010 tentang

Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi
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» Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
kesulitan melakukan komunikasi dan sosialisasi secara langsung karena
para pengusaha sangat susah untuk ditemui. Sehingga salah satu cara
untuk bersosialisasi adalah dengan cara menempel selebaran mengenai
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti di bangunan sarang burung
walet/sriti.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara
lain dimensi transformasi (transmission), -kejelasan (clarity) dan
konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar
kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana,
kelompok sasaran dan pihak lain"yang terkait dengan kebijakan. Dimensi
kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para
pelaksana, target group-dan pihak lain yang berkepentingan langsung
maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas
sehinggadapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Dari informasi yang didapat mengenai komunikasi Kebijakan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, dapat diketahui bahwa dimensi
transformasi, kejelasan dan konsistensi yang merupakan dimensi dari
komunikasi tidak terpenuhi. Oleh karena, sulitnya implementor dan objek
implementasi bertemu secara langsung dan berkomunikasi dua arah.

Persoalannya, kembali lagi sulitnya pihak Dinas Pengelola Keuangan
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Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bertemu dengan para
pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti yang notabenenya sebagian
besar dari luar daerah.

Lebih lanjut lagi, komunikasi yang dilakukan oleh pihak DPKD
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui selebaran yang ditempel
pada bangunan sarang burung walet/sriti. Alasannya, setelah ditempelnya
selebaran tersebut para pemilik/pengusaha dianggap telah mengetahui
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Komunikasi melalui selebaran memang .cukup efektif jika
dilaksanakan, akan tetapi, juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah
dimensi kejelasan (clarity) mengenai. Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti.

2) Sumber Daya

» Terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, tidak
ada masalah. Akan tetapi, diperlukan cara-cara atau strategi-strategi
yang kreatif dan inovatif terkait persoalan pendataan dan komunikasi
antara instansi terkait dengan para pemilik/pengusaha sarang burung
walet/sriti.

3) Disposisi

> Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan

sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan
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yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang
mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.
Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat
mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak
mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang

harus diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan disposisi/sikap
agen pelaksana (implementor) mengenai problematika Pajak Sarang
Burung Walet/Sriti sangat lemah. Hal .int dibuktikan dengan tidak
lengkap dan validnya data bangunan sarang burung walet/Sriti yang
dimiliki oleh para pengusaha. Disamping itu, pemahaman para
pengusaha sarang walet/sriti-juga sangat lemah, dikarenakan tidak
responsif dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak serta

mengurus IMB sarang burung walet/sriti.

Selain itu, sikap penerimaan dari masyarakat juga tidak mendukung
jika.Pembangunan Sarang Burung Walet tidak memperhatikan
kondisi sosial masyarakat terutama pembangunan yang berdekatan

dengan fasilitas umum seperti sarana prasarana pendidikan.

4) Struktur Birokrasi
> Lemahnya pendataan ditengarai menjadi salah satu penyebab

minimnya penerimaan pajak sarang burung walet/sriti. Kejelasan data
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dari level bawah seperti RT, RW serta Kelurahan/Desa menjadi hal
mendasar yang wajib dipenuhi jika menginginkan penerimaan pajak
sarang burung walet/sriti yang optimal. Memang pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun tentang
Pajak Sarang Burung Walet/Sriti tidak dijelaskan secara gamblang
data objek sarang burung walet yang dipakai didasarkan pada basis
data instansi tertentu.
5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

> Langkah Kepala Daerah dalam hal ini -Bupati.Kotawaringin Barat
untuk melakukan komunikasi dengan-para pemilik/pengusaha sarang
burung walet/sriti terutama yang berada di luar daerah merupakan
langkah yang penting dan.strategis guna meningkatkan penerimaan
pajak sarang burung walet/sriti. Hal ini membuktikan bahwa kepala
daerah mempunyai ‘respon dan kepentingan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli‘Daerah (PAD) salah satunya mengoptimalkan Pajak
Saranig Burung Walet/Sriti.

» Disamping itu, bentuk kepedulian pengusaha sarang burung walet
kepada masyarakat sekitar juga sangat mempengaruhi penciptaan
lingkungan sosial yang kondusif. Salah satunya dengan membagi

sembako secara gratis kepada masyarakat sekitar.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
IV mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
I. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun

2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti:

1) Target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan
realisasi Pajak Sarang Burung Walet/Sriti belum memenuhi target yang telah
ditetapkan pada Tahun 20}2 dan 2013. Hal ini ditunjukkan Pajak Sarang
Burung Walet/Sriti ~pada tahun anggaran 2012 hanya sebesar Rp.
633.500.000,00 .atau 25 % dari target sebesar Rp. 2.882.570.000,00,
sedangkan ‘pada tahun 2013 Pajak Sarang Burung Walet yang diterima
sebesar Rp. 332.518.000,- atau hampir 70 % dari target sebesar Rp.
500.000.000,-.

2) Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti  belum efektif dikarenakan masih minimnya usaha untuk
melaksanakan penarikan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti bagi pengusaha

yang belum membayar pajak.
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang
Burung Walet/Sriti
1) Komunikasi
» Lemahnya pendataan ditengarai menjadi salah satu penyebab sulitnya

melakukan komunikasi atau sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung
Walet/Sriti.

» Kurang taatnya para pemilik/pengusaha sarang ‘burung walet/sriti dalam
membuat ijin mendirikan bangunan (IMB) juga menjadi salah satu penyebab
sulitnya komunikasi dan sosialisasi sekaligus menjadi sumber lemahnya
pendataan bangunan sarang burung walet/sriti yang ada.

2) Sumber Daya
Terkait sumber daya manusia dan sumber daya finansial tidak ada masalah,
namun perlu dipikirkan kembali mengenai cara dan strategi yang lebih
komprehensif guna menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomer 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti dan
dalam rangka memaksimalkan pemungutan pajak sarang burung walet/sriti.

3) Disposisi
Pengetahuan dan pemahaman baik pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dan para pengusaha sarang burung walet/sriti
sangat lemah. Pihak implementor sangat sulit melaksanakan aturan karena

lemahnya basis data bangunan sarang burung walet/sriti. Sedangkan
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pengetahuan pengusaha sarang burung walet/sriti pun sangat terbatas. Sikap
penerimaan dari masyarakatpun tidak mendukung jika pembangunan sarang
burung walet/sriti tidak memperhatikan kondisi dan situasi di sekitar terutama
larangan bangunan sarang burung walet dekat dengan fasilitas umum seperti
sekolah.

4) Struktur Birokrasi
Kelemahan pendataan menjadi salah satu penghambat dalam rangkaian kerja
birokrasi. Struktur birokrasi dari level bawah sampai_dengan tingkat atas,
kurang terjalin komunikasi dan koordinasi sehingga pen€rapan aturan sangat
sulit untuk dilaksanakan.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Peran Kepala Daerah memang-sangat dibutuhkan untuk menunjukkan
keseriusan pemerintah daerah ‘dalam pemungutan pajak sarang burung
walet/sriti. Dari hasil_penelitian, dapat dikatakan jika Bupati mempunyai
bargaining position yang kuat untuk mengumpulkan serta melaksanakan
pemungutan pajak sarang burung walet/sriti terutama pengusaha dari luar
daerah. Kepedulian pengusaha sarang burung walet terhadap masyarakat

sekitarpun perlu menjadi perhatian untuk menciptakan lingkungan sosial

yang kondusif.
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B. SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada,
makauntuk  memperbaiki  kelemahan-kelemahan  yang ditemukan dalam
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, dengan ini penulis menyarankan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha
sarang burung walet/sriti secara intensif dan bérkesinambungan.

2. Diperlukan wadah, forum, atau sejenis paguyuban bagi pengusaha sarang
burung walet/sriti sehingga memudahkan komunikasi dan sosialisasi.

3. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait terutama dengan level bawah
seperti RT, RW dan_Kelurahan/Desa untuk mengintegrasikan basis data
bangunan sarang burung walet/sriti.

4. Peningkatan ‘media atau program manajamen pajak sarang burung walet
terutama mulai dari penerbitan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ljin
Usaha sarang burung walet.

S. Pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk penerapan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sehingga dapat memudahkan

aparatur dan pengusaha.
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6. Penelitian lanjutan. Penelitian ini masih cenderung didasarkan dari hasil
wawancara dan observast lapangan yang terbatas rentang waktunya, hal ini
mengandung banyak kelemahan. Untuk peneliti-peneliti berikutnya yang
berminat pada bidang kaji yang sama, dianjurkan untuk melihat implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti secara lebih komprehensif dan teliti.
Salah satunya, penelitian lanjutan mengenai pengaruh pendapatan Pajak

Sarang Burung Walet/Sriti terhadap Peningkatan Pendapatan.Asli Daerah.
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INDEPTH INTERVIEW GUIDE
PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

NASKAH PENGANTAR | TUJUAN WAWANCARA (5 minutes)

v Kita menyadari bahwa masalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti menjadi pekerjaan
rumah yang harus disclesaikan mengingat minimnya kontribusinya dalam
peningkatakan PAD.

v Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak/Ibu mengenai masalah ini dan
bagaimana masalah ini disikapi olch instansi anda

v" Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan:masalah ini

NASKAH PENGANTAR | PERKENALAN (5 minutes)
v" Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan-tentang diri anda,
alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Implementasi Perda Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sebagai perkenalan.

WAWANCARA | PENGALAMAN PELAKSANAAN (10:minutes)
v Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas Bapak/[bu dalam Implementasi Perda
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sniti.

WAWANCARA | PANDANGAN UMUM. (15 minutes)

Menurut Bapak/Ibu hal-hal utama apa” yang menyebabkan permasalahan dalam
implementasi Perda terscbut?

Bagaimana dalam komunikasi antar instansi, dan wajib pajak?

Bagaimana dalam hal sumber-sumber daya yang dibutuhkan?

Bagaimana dalam hal karakteristik masyarakat?

Bagaimana dalam hal struktur birokrasi?

Bagaimana dalam hal pengaruh lingkungan sosial, politik dan ekonomi?

\

ANENENENEN

WAWANCARA | SOLUSI PERMASALAHAN (15 minutes)

v Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu harapkan atas pclaksanaan implementasi?

PENUTUP | RINGKASAN (10 minutes)
v" Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu.
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1. Nama
NIP
Jabatan

2. Nama
NIP
Jabatan

3. Nama
NIP
Jabatan

4. Nama
Jabatan

5. Nama
Jabatan

6. Nama
Jabatan

7. Nama
Jabatan

8. Nama
Jabatan

9. Nama
Jabatan

10. Nama
Jabatan

11. Nama
Jabatan

DATA INFORMAN

: Drs. M. Fauzi
: 19600103 199003 1 004
: Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

: M. Ruslit Efendi, SH, M.Si
: 19600429 199311 1 002
: Kepala Bidang Anggaran & Pendapatan

: Derry Damayanti
219781221 200312 2 008
: Kasi Pendataan

: Tarmudi
: Kepala Sekolah SMP N 1 Pangkalan Bun

: Anto
: Pengusaha Sarang Burung Walet di Kec. Arsel

: Ahmad
: Pengusaha Sarang Burung Walet di Kec. Kumai

: Muhlan Affandi
: Lurah Raja Kec. Arut Selatan

: Muhlan Affandi
:.Lurah'Raja Kec. Arut Selatan

+Ir. Kamaluddin
: Kepala Kantor KPTP

: Rody Iskandar
: Camat Arut Selatan

: Sartanudin
: Warga di Kec. Arut Selatan
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a.

Mengingat : I.

3]

(R

NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET/SRITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, Pajak Sarang Burung Walet/Sriti merupakan
salah satu jenis pajak kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
perlu memberituk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dam Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049):;

10. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

I'l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36. Tambahan [.cmbaran Negara Nomor 3258):

12. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara “Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

[3. Peraturan Pemerintah-"Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun-2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4593);

[4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2003 tentang Pedoman
Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti (Collocilia spp);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32).

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2908 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor [4).

- 195 -

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK _SARANG BURUNG
WALET/SRITI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan daerah-~“adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daérahi_dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip “etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan ‘Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
Dewan Pecrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dinas Pengclolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah
Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah:

Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga
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dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha
tetap;

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

10. Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti;

I'l. Burung Walet/Sriti adalah satwa yang termasuk Marga Collocacia, yaitu
Collocacia Fuchliap Haga, Collocacia Maxina, Collocasia Esculanta, dan
Collocacia Linchi;

12. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah;

14. Masa Pajak adalah jangka waktu | (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang;

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus.dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek
dan subjck pajak, pencntuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyetorannya;

17. Surat Pemberitahuan Pajak ‘Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib-Pajak digunakan untuk melaporkan Penghitungan  dan/
atau pembayaran Pajak, objck pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta
dan kewajiban..sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

18. Surat Setoran. Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran-atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir.atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

20. Surat Ketetapan Pajuk Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB
adalah Surat ketctapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Kectetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang;
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau Terhadap
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang-/diajukan oleh Wajib
Pajak;

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan.Pajak atas Banding terhadap
Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak;

Pembukuan adalah proses pencatatan” yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, puwhasn[an dan biaya, serta‘jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa., yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak;

Pemeriksaan adalah . rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan_‘atau. keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban.daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Penyidikan tindak ' pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan*yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat perang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

(2) Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung

Walet/Sriti.

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. Pengambilan sarang burung Walet/Sriti yang telah dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
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b. Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet/Sriti.

(2) Nilai Jual sarang burung Walet/Sriti sebagaimana. dimaksud pada ayat 1
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung
Walet/Sriti dengan volume sarang burung Walet/Sriti.

Pasal 5§
(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud. dalam- pasal 4 ayat (1) dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud«dalam’ ayat (1) pasal ini.

(3) Hasil penerimaan ;. Pajak Burung Walet/Sriti merupakan sumber pendapatan
daerah yang disetor ke kas daerah.

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung Walet/Sriti.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

(2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan
Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah
menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT atau dokumen
lain yang dipersamakan.
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(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data.yang belum terungkap
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adakredit pajak.

(2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat
(1) hurut a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar dengan jangka waktu paling.lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
terutangnya pajak.

(3) Kekurangan pajak yang terutang-dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus
Persen) dari jumlah pajak kurang bayar.

(4) Jika wajib pajak: melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tidak
dikenakan sankstadministrasi scbagaimana dimaksud ayat (3).

(5) Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar dengan
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Pasal 9

Tata cara penyampaian dan pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB,
SKPDKBT serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pasal 7
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

BAB V
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10
Masa Pajak adalah | (satu) tahun kalender setelah pengambilan sarang burung
Walet/Sriti.

Pasal 11

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung
Walet/Sriti.

Pasal 12
(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus. disampaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati. "

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penclitian SPTPD terdapat keckurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (fima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokumen lain yang

dipcrsamakan.

-201 -

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41848.pdf

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak Daerah untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daerah, dikenakan bunga sebesar

2 % (dua Persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pajak Dacrah yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SPTPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar olch wajib pajak pada waktunya ditagih
dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberian surat paksa. Bupati segera menerbitkan surat perintah
melakukan (penyitaan.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang ditunjuk atas :
a. SKPD;
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b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN:; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan- alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah memenuhi atau membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak:

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan dan
tidak dapat dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda

bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19
(1) Bupati dalam Jangka waktu_paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang
diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atat'menambah besarnya pajak terhutang.

(3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Wajib’ Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

keberatan tersebut.
(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampaut
pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidak diterima.

(4) Pengajuan Permohonan banding menangguhkan kewajibannya membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.
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Pasal 21

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 18 atau banding
sebagaimana dimaksud pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

(3) Dalam  hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus Persen) dari
jumlah pajak berdasarkan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB 1X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASL

Pasal 22

(1) Atas permohonan Wajib. Pajak Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan
SKPD, SKPDKBy SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan dan/atau kekeliruan
penectapan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

membatalkan atau mengurangkan STPD.

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

e. membatalkan hasil  pemeriksaan  atau ketetapan  pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan, Ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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(4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud ayat (2) ditcrima sudah harus memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati
tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan

dianggap di kabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat.2 telah'dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan . pengembalian kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama | (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang-pajak lainnya, kelebithan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat. (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
diterbitkan SKPDLB;

(6) Pengembalian kelebihan, peémbayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur.dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa sctelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh
apabila :
a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa : atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.
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(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung scjak tanggal penyampaian
surat paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang kadaluwarsa tidak dapat dilakukan penagihan dan dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus _juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam
pemenuhan  kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak
yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan

dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB XII1
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka
menjalankan pekerjaannya karena jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah:

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2) vyaitu :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupatj untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau ‘instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah;

(4) Bupati berwenang memberikan izin tertulis' kepada pejabat sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk
memberikan keterangan, memperlihatkan buktitertulis dari wajib pajak kepada
pihak lain untuk kepentingan Daerah;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di. Pengadilan dalam perkara Pidana atau
perkara Perdata, atas permintaan hakim berdasarkan hukum acara pidana atau
hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan
dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada

padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka, atau mama tergugat, keterangan yang diminta, serta hubungan antara
perkara pidana atau perdata dengan keterangan yang diminta.

BAB X1V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.
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BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu dilingkungkan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang.dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dart erang pribadi atau badan yang
berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dekumecn lain berkenaan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen_ lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:

g. Menyuruh berhentt dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang; benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah; .

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama | (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan dacrah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) dipidana; dengan pidana kurungan paling lama | (satu)
tahun dan pidana denda.paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib

pajak merupakan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasal 33 ayat (1) dan (2) merupakan
penerimaan Negara.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd.

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR 20.
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